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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala desa Momalia II masih terdapat 

beberapa kekurangan jika dilihat dari aspek peran kepemimpinan kepala desa. Dalam 

menjalankan peran sebagi stabilisator  yang dilakukan oleh kepala desa belum efektif, hal 

ini dilihat pada aspek Kamtibmas bagi masyarakat Momalia II masih terdapat banyak 

gangguan keamanan dan ketidakstabilisan sosial. Selain itu, tidak ditemukan inovasi-

inovasi baru dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, program 

yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada 

perubahan pada sisi inovasi. Hal terakhir yang dilihat adalah belum tampaknya peran 

kepeloporan terhadap kepemimpinan kepala desa yang membuat masyarakat tidak respek 

terhadap setiap program dan kebijakan desa.  

b. Terdapat tiga factor yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa di desa 

Momalia II Kecamatan Posigadan diantaranya adalah factor kepemimpinan kepala desa, 

dimana kepala desa kurang peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, 

kebanyakan masyarakat memiliki pandangan negative terhadap kepemimpinan kepala 

desa. Selain itu terjadi   konflik interst antara kepala desa dengan BPD yang diakibatkan 

pembangunan desa tidak berjalan secara efekif serta kesadaran masyarakat atas 

keterlibatan dan rendahnya partisipasi masyarakiat dalam setiap program dan 

pembangunan di tingkat desa. 
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5.2. Saran 

 

Merujuk pada keimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala desa Momalia II, perlu 

mengefektifkan tindakan dan pola pikir yang berdasarkan pada nilai stabilisator dengan 

mengedepankan inovasi dalam kepemimpinan dan menunjukan sikap kepeloporan dalam 

kepemimpinan. 

b. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa layaknya menitikberatkan 

pada partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengihindari 

konflik antar perangkat desa serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam 

kepemimpinan. 
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